BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN

1. Penerapan hukum dalam pertimbangan hakim vyang
menjatuhkan Putusan Batal Demi Hukum terhadap tindak
pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung
Nomor 32/Pid/2015/PT.BDG dihubungkan dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sudah tepat akan tetapi
belum terpenuhinya rasa keadilan dikarenakan banyak sekali
pihak yang dirugikan terutama para nasabah yang
disalahgunakan oleh terdakwa.

2. Hukuman yang seharusnya dijatuhkan pada Pelaku Tindak
Pidana Penggelapan berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana terutama pelaku tindak pidana
penggelapan dalam jabatan bagi mereka yang bukan
menjalankan jabatan umum dapat dipidana penjara maksimal 5
(lima) tahun, selin itu faktor yang mempengaruhi putusan hakim
dalam memutus perkara banding adalah kecermatan panitera

pengadilan tingkat pertama dalam menyusun suatu putusan.
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